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B  A  B    II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kebijakan Publik 

2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik 

 Quade (1975) mengemukakan bahwa setiap jenis analisis yang 

menghasilkan dan menyajikan informasi dapat menjadi dasar bagi para pengambil 

kebijakan di dalam menguji argumennya Kata analisis dalam kerangka kebijakan 

publik secara tidak langsung menunjukkan penggunaan institusi dan pertimbangan 

yang mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan pemecahan ke dalam 

komponen-komponennya, tetapi juga merencanakan dan mencari sintesis atas 

alternative-alternatif yang memungkinkan. Kegiatan ini mencakup penyelidikan 

untuk menjelaskan atau memberikan wawasan terhadap problem atau isu yang 

muncul atau untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan. Disini muncul dua 

tipe analisis yaitu analisis yang bersifat informal dengan argumentasi yang tajam; 

dan analisis kebijakan yang dilakukan dengan melibatkan data yang besar dan 

rumit serta mencakup masalah yang luas pula. 

 Thomas R. Dye (1981) memberikan pengertian dasar mengenai kebijakan 

publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. 

Pengertian ini kemudian dikembangkan dan diperbaharui oleh ilmuwan-ilmuwan 

yang berkecimpung di ilmu kebijakan publik sebagai penyempurnaan karena arti 

itu jika diterapkan, maka ruang lingkup studi ini menjadi sangat luas, disamping 

kajiannya yang hanya terfokus pada Negara sebagai pokok kajian. 
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 Easton (1969) memberikan pengertian kebijakan publik sebagai 

pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang 

keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan 

sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari 

sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian 

nilai-nilai kepada masyarakat. 

 Sedangkan Anderson (1975) memberikan definisi kebijakan publik 

sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat- 

pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah: 1) Kebijakan  

publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan – tindakan 

yang berorientasi pada tujuan; 2)kebijakan publik berisi tindakan-tindakan 

pemerintah; 3)kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh 

pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; 

4) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan 

tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat 

negative dalam merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 

5) kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada 

peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa. 

 Sedangkan menurut Woll (1966) kebijakan publik adalah sejumlah 

aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara 

langsung maupun melalu berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan 

masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh 

sebagai implikasi dari tindakan pemerintah yaitu; 1) adanya pilihan kebijakan atau 
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keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang 

bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan 

masyarakat; 2) adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada 

level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, 

pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan 

mempengaruhi kehidupan masyarakat; 3) adanya dampak kebijakan yang 

merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

 Jadi pada dasarnya studi kebijakan publik berorientasi pada pemecahan 

masalah riil yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian analisis 

kebijakan publik secara umum merupakan ilmu terapan dan berperan sebagai alat 

atau ilmu yang berusaha untuk memecahkan masalah. Pada konteks ini kebijakan 

publik memiliki beragam perspektif, pendekatan maupun paradigma sesuai 

dengan focus dan lokus dari obyek penelitian atau obyek kajian. 

 Istilah kebijakan publik sesungguhnya dipergunakan dalam pengertian 

yang berbeda-beda. Hugh Heclo (1972) mengatakan bahwa Kebijakan adalah cara 

bertindak yang sengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. 

 Jones (1977) menekankan studi Kebijakan Publik ini pada 2 (dua) proses, 

yaitu: 

a. Proses-proses dalam ilmu politik, seperti bagaimana masalah-masalah itu 

sampai pada pemerintah, bagaimana pemerintah mendefinisikan masalah itu, 

dan bagaimana tindakan pemerintah. 

b. Refleksi tentang bagaimana seseorang bereaksi terhadap masalah-masalah, 

terhadap Kebijakan Negara, dan memecahkannya. 
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 Menurut Charles O. Jones (1977) Kebijakan terdiri dari komponen-

komponen: 

 Goal atau tujuan yang diinginkan, 

 Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan, 

 Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan, Decision atau 

keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat 

rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program. 

 Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau 

sekunder). 

 Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam hubungannya dengan tindakan 

pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat, kebijakan adalah 

keputusan-keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah – masalah yang 

telah diutarakan. Atau dapat juga Kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan 

untuk mengakhiri atau menjawab pertanyaan yang diajukan kepada kita. Helco 

(1972) menggunakan istilah kebijakan itu secara luas, yakni sebagai rangkaian 

tindakan pemerintah atau tidak bertindaknya pemerintah atas sesuatu masalah. 

Jadi lebih luas dari tindakan atau keputusan yang bersifat khusus. Henz Eulau dan 

Kenneth Previt (1973) merumuskan Kebijakan sebagai keputusan yang tetap, 

ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka 

yang membuat kebijakan dan yang melaksanakannya. 

  Selanjutnya Jones (1977) memandang Kebijakan Publik sebagai 

suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya 
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sedikit demi sedikit. Prinsip-prinsip pendekatan Jones (1977) tersebut adalah 

membuat Kebijakan dan yang melaksanakannya. 

a. Kejadian-kejadian dalam masyarakat diinterprestasikan dengan cara yang 

berbeda oleh organisasi yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda. 

b. Banyak masalah yang timbul karena adanya peristiwa yang sama  

c. Ada berbagai tingkatan atau harapan yang harus dilalui kelompok penekan 

untuk memasuki proses Kebijakan yang ada. 

d. Tidak semua masalah-masalah publik menjadi agenda pemerintah. 

e. Banyak juga kepentingan elit yang diangkat menjadi isu kebijakan dalam 

pemerintahan. 

f. Banyak masalah-masalah tidak dipecahkan oleh pemerintah, baik sengaja 

maupun tidak. 

g. Pembuatan Kebijakan tidak berhadapan dengan kelompok yang ada di 

masyarakat. 

h. Banyak pengambilan keputusan didasarkan pada informasi dan komunikasi 

yang kurang akurat. 

i. Kebijakan yang dibuat sering direfleksikan sebagai konsesus, daripada 

substansi dari pemecahan masalah 

j. Terjadi perbedaan dalam mendefinisikan kebijakan antara Pembuat Kebijakan 

dengan masyarakat yang terlibat. 

k. Banyak program yang dibuat dan dilaksanakan tidak seperti yang dirancang. 

l. Organisasi yang ada dalam masyarakat memiliki kepentingan dan focus yang 

berbeda. 
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2.1.2. Proses Analisis Kebijakan Publik 

 Proses analisis kebijakan secara umum merupakan suatu proses kerja yang 

meliputi lima komponen informasi kebijakan yang saling terkait dan dilakukan 

secara bertahap dengan menggunakan berbagai teknik analisis kebijakan (Dunn, 

1994) seperti berikut ini: 

Gambar 2.1 

Proses Analisis Kebijakan Publik 

Sumber : Tangkilisan : Kebijakan Publik Yang Membumi, 2000 

 Bagan dari proses analisis kebijakan tersebut di atas terjadi secara 

akumulatif antara komponen informasi dan teknik analisis yang digunakan untuk 

menhgasilkan dan memindahkannya. Penggunaan teknik-teknik analisis kebijakan 

(perumusan masalah, peramalan, peliputan, evaluasi, rekomendasi) 

memungkinkan analisis memindah salah satu tipe informasi ke informasi lainnya 

secara berkesinambungan. Informasi dan teknik saling bergantung, dimana 
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keduanya terkait dalam proses pembuatan dan perubahan yang dinamis melalui 

transformasi informasi kebijakan (policy informational transformations). Pada 

konteks ini komponen informasi kebijakan (masalah kebijakan, alternative 

kebijakan, tindakan kebijakan, hasil kebijakan, dan hasil guna kebijakan) 

ditransformasikan dari suatu posis ke posisi lainnya dengan menggunakan teknik 

analisis kebijakan. 

 Dalam memecahkan masalah masalah yang dihadapi kebijakan publik, 

Dunn (1994) mengemukakan bahwa ada beberapa tahap analisis yang harus 

dilakukan yaitu penetapan agenda kebijakan (agenda setting); formulasi kebijakan 

(policy formulation); adopsi kebijakan (policy adoption) isi kebijakan (policy 

implementation), dan evaluasi kebijakan (policy assesment). Tahapan tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Agenda Setting 

 Tahap penetapan agenda kebijakan ini, yang harus dilakukan pertama kali 

adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan. Pada hakekatnya 

permasalahan ditemukan melalui ptoses problem structuring. Woll (1966) 

mengemukakan bahwa suatu isu kebijakan dapat berkembang menjadi agenda 

kebijakan apabila memenuhi syarat berikut ini : 

1. Memiliki efek yang besar terhadap kepentingan masyarakat; 

2. Membuat analog dengan cara memancing dengan kebijakan publik yang 

pernah dilakukan; 

3. Isu tersebut mampu dikaitkan dengan symbol-simbol nasional atau politik 

yang ada, 
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4. Terjadinya kegagalan pasar (maker failure); 

5. Tersedianya teknologi dan dana untuk menyelesaikan masalah publik. 

 Menurut Dunn (1994) problem structuring memiliki 4 fase yaitu: 

pencarian masalah (problem search), pendefinisian masalah (problem definition), 

spesifikasi masalah (problem specification) dan pengenalan masalah (problem 

setting). Sedangkan teknik yang dapat dilakukan untuk merumuskan masalah 

adalah analisis batasan masalah, analisis klarifikasi, analisis hirarki dan 

brainstorming, analisis multi perspektif, analisis asumsional serta pemetaan 

argumentasi. 

2. Policy Formulation 

 Berkaitan dengan policy formulation Woll (1966) berpendapat bahwa 

formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk 

menyelesaikan masalah publik, dimana pada tahap para analis kebijakan publik 

mulai menerapkan beberapa teknik untuk menjustifikasikan bahwa sebuah pilihan 

kebijakan merupakan pilihan yang terbaik dari kebijakan yang lain. Dalam 

menentukan pilihan kebijakan pada tahap ini dapat menggunakan analisis biaya 

manfaat dan analisis keputusan, dimana keputusan yang harus diambil pada posis 

tidak menentu dengan informasi yang serba terbatas. 

 Pada tahap formulasi kebijakan ini, para analisis harus 

mengidentifikasikan kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan melalui 

prosedur forecasting untuk memecahkan masalah yang di dalamnya terkandung 

konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan yang akan dipilih. 
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3. Policy Adoption  

 Tahap adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan 

kebijakan melalui dukungan para stakeholders atau pelaku yang terlibat. Tahap ini 

dilakukan setelah melalui proses rekomendasi dengan langkah-langkah sebagai 

berikut (Dunn, 1994) : 

1) Mengidentifikasi alternative kebijakan (policy alternative) yang dilakukan 

pemerintah untuk merealisasikan masa depan yang diinginkan dan merupakan 

langkah terbaik dalam upaya mencapai tujuan tertentu bagi kemajuan 

masyarakat luas. 

2) Pengidentifikasian criteria-kriteria tertentu dan terpilih untuk menilai 

alternative yang akan direkomendasi. 

3) Mengevaluasi alternative-alternatif tersebut dengan menggungkan criteria-

kriteria yang relevan (tertentu) agar efek positif alternative kebijakan tersebut 

lebih besar daripada efek negative yang akan terjadi. 

4. Policy Implementation 

 Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit eksekutor 

(birokrasi pemerintah) tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan sumber 

daya lainnya (teknologi dan manajemen), dan pada tahap ini monitoring dapat 

dilakukan. Menurut Patton dan Sawicki8 (1993) bahwa implementasi berkaitan 

dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana 

pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, 

menginterprestasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga 

dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan 
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efesien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan 

program, serta melakukan interprestasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, 

dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang 

dilaksanakan. 

 Jadi tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan 

apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan 

memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas 

dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu 

penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui 

aktivitas atau kegiatan dari program pemerintah. 

5. Policy Assesment 

 Tahap akhir dari proses pembuatan kebijakan adalah penilaian terhadap 

kebijakan yang telah diambil dan dilakukan. Dalam penilaian ini semua proses 

implementasi dinilai apakah telah sesuai dengan yang telah ditentukan atau 

direncanakan dalam program kebijakan tersebut sesuai dengan ukuran-ukuran 

(criteria-kriteria) yang telah ditentukan. 

 Evaluasi kebijakan dapat dilakukan oleh lembaga independent maupun 

pihak birokrasi pemerintah sendiri (sebagai eksekutif) untuk mengetahui apakah 

program yang dibuat oleh pemerintah telah mencapau tujuannya atau tidak. 

Apabila ternyata rujuan program tidak tercapai atau memiliki kelemahan, maka 

pemerintah harus mengetahui apa penyebab kegagalan (kelemahan) tersebut 

sehingga kesalahan yang sama tidak terulang di masa yang akan dating. 
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 Menurut Dunn (1994) evaluasi kebijakan publik mengandung arti yang 

berhubungan dengan penerapan skala penilaian terhadap hasil kebijakan dan 

program yang dilakukan. Jadi terminology evaluasi dapat disamakan dengan 

penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). 

Dalam arti yang lebih spesifik lagi, evaluasi kebijakan berhubungan dengan 

produk informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dari ulasan 

tersebut, maka dapat diketahi sifat dari evaluasi seabgai berikut : 

1) Fokus nilai, dimana evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan 

atau nilai dsuatu kebijakan dan program. Evaluasi merupakan upaya untu 

menentukan manfaat dan kegunaan social kebijakan atau program, dan bukan 

sekedar upaya untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan 

yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran 

kebijakan dapat diperdebatkan, maka evaluasi mencakup juga prosedur untuk 

mengevbaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri. 

2) Interdependensi fakta dan nilai, dimana tuntutan evaluasi tergantung pada 

fakta dan nilai untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah 

mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau rendah. Untuk itu diperlukan 

tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, 

sekelompok atau seluruh masyarakat, namun implikasi yang lebih luas 

terhadap perkembangan social yang ada. Mencapai hal ini harus didukung 

bukti secara actual yang merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan 

untuk memecahkan suatu masalah publik yang luas. 
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3) Orientasi masa kini dan masa lampau, dimana evaluasi bersifat retrospektif 

dilakukan setelah aksi-aksi dilakukan, sekaligus bersifat prospektif untuk 

kegunaan masa mendatang. 

4) Dualitas nilai, dimana nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai 

kualitas ganda karean dipandang mempunyai tujuan dan sekaligus cara. 

Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai intrinsic 

atau ekstrinsik. Niulai-nilai terpola dalam suatu hirarki yang menggambarkan 

kepentingan para pelaku dan bersifat saling ketergantungan antara tujuan dan 

sasaran. 

 Menurut  Ripley & Franklin (1982) tahap evaluasi harus terlebih dahulu 

menjawab beberapa hal berikut ini : 

1) Pelaku atau kelompok masyarakat mana yang memiliki akses di dalam proses 

pembuatan kebijakan? 

2) Apakah proses pembuatan kebijakan dilakukan secara terperinci, transparan 

dan memenuhi prosedur perundangan yang berlaku? 

3) Apakah kebijakan yang berbentuk program tersebut didesain secara logis? 

4) Apakah sumber daya yang digunakan mampu menjadi input program secara 

memadai untuk mencapai tujuan? 

5) Apakah standar implementasi yang baik menurut ukuran kebijakan tersebut? 

6) Apakah program dari kebijakan dilaksanakan sesuai standar efesiensi dan 

memenuhi perhitungan ekonomi” artinya lebih jauh, apakah sumber daya 

(financial) digunakan dan dialokasikan secara transparan dan? 
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7) Apakah kelompok sasaran (targets group) memperoleh pelayanan dan barang 

seperti yang didesaind alam program? 

8) Apakah program memberikan dampak kepada kelompok lainnya? Apa jenid 

dampaknya? 

9) Apa dampaknya, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan 

terhadap masyarakat? 

10) Kapan tindakan program dilakukan dan dampaknya diterima oleh masyarakat? 

11) Apakah tindakan dan dampak tersebut sesuai dengan yang diharapkan? 

 Dalam kaitan dengan kelompok sasaran dari program kebijakan, Kelman 

(1987) menyarankan tiga pertanyaan pokok sebagai berikut: 

1) Siapa yang memperoleh akses terhadap input dan output program kebijakan? 

2) Bagaimana program kebijakan tersebut mempengaruhi perilaku mereka? 

 Dengan demikian dalam melakukan kegiatan evaluasi kebijakan, seorang 

analis kebijakan publik akan berhubungan dengan aspek perumusan kebijakan, 

dimana pada aspek ini analis berusaha mencari jawaban bagaimana kebijakan 

tersebut dirumuskan, siap yang paling berperan dan untuk siapa kebijakan tersebut 

dibuat. Juga aspek implementasi, kebijakan, dimana pada aspek ini analis 

berusaha untuk mencari jawaban bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, apa 

faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana kinerja dari kebijakan 

tersebut. Dan terakhir bagaimana melakukan suatu evaluasi yang sesuai dengan 

criteria maupun ukuran yang telah ditentukan dalam desain program kebijakan 

bagi perbaikan maupun penyempurnaan pembuatan kebijakan publik di masa 

mendatang. 
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2.1.3. Implementasi Kebijakan 

 Implementasi Kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu 

Kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu Kebijakan yang 

telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itulah implementasi Kebijakan 

mempunyai kedudukan yang penting di dalam Kebijakan Publik. 

 Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood dalam Wahab (2002), 

hal-hal yang berhubungan dengan implementasi Kebijakan adalah keberhasilan 

dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-

keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky 

dalam Wibawa (2004), implementasi diartikan sebagai interaksi antara 

penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan 

tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara 

yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. 

 Jones (1977) menganalisis masalah pelaksanaan Kebijakan dengan 

mendasarkan pada konsepsi kegiatan-kegiatan fungsional. Jones (1977) 

mengemukakan beberapa dimensi dari implementasi pemerintahan mengenai 

program-program yang sudah disahkan, kemudian menentukan implementasi, 

juga membahas actor-aktor yang telibat, dengan memfokuskan pada birokrasi 

yang merupakan lembaga eksekutor. Jadi implementasi merupakan suatu proses 

yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari 

apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur 

kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam 

tujuan kebijakan yang diinginkan. 
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 Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputusan 

adalah : 

1. Penafsiran yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program 

kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan. 

2. Organisasi yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke 

dalam tujuan kebijakan. 

3. Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, 

upah, dan lain-lainnya. 

 Masalah kegiatan fungsional dijelaskan oleh Jones (1977) dari sudut 

institusional, dimana organisasi bisa dilihat dari actor atau badan-badan yang 

berperan dalam implementasi program dengan memfokuskan diri pada peranan 

birokrasi. Penafsiran terhadap rencana kebijakan ke dalam proses implementasi 

hanya dilakukan oleh organisasi birokrasi pemerintah dan pihak-pihak yang lain 

yang terlibat dalam pelaksanaan program kebijakan. Suatu program kebijakan 

akan berhasil bila penafsiran oleh badan-badan eksekutif, birokrat, dan beberapa 

fihak lain yang terlibat dalam menyelenggarakan program-program tertentu. Suatu 

program dapat berlangsung dengan ditunjukkannya apakah keberadaan penafsiran 

masih mencukupi atau tidak. 

 Penafsiran yang berbeda-beda sering menimbulkan perdebatan. Meskipun 

demikian, perdebatan ini nantinya justru akan melahirkan suatu program baru 

yang lebih baik. Sedang proses aplikasinya sering dikatakan merupakan suatu 

proses yang dinamis dimana para pelaksana dan pemaksa pada umumnya 

berpedoman pada peraturan-peraturan program atau standar dan realitas yang ada. 
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Dari sudut penafsiran dapat dilihat bahwa proses penafsiran banyak dilakukan 

oleh badan-badan eksekutif, birokrat, dan beberapa fihak lain yang terlihat dalam 

menyelenggarakan program-program tertentu. Suatu program dapat berlangsung 

dengan ditunjukkannya apakah keberadaan penafsiran masih mencukupi atau 

tidak. 

Teori Implementasi Kebijakan 

 Analisis kebijakan publik merupakan sebuah disiplin ilmu social terapan 

yang menggunakan berbagai metode kebijakan publik dan argument untuk 

menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan 

sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan 

masalah-masalah kebijakan (Dunn, 1994). 

 Sedangkan kebijakan publik adalah hal-hal yang berhubungan dengan apa 

yang harus dikerjakan oleh pemerintah mengenai masalah-masalah yang sedang 

dihadapinya (Ripley dan Franklin, 1982). Sementara itu, (Dunn, 1994), Thomas 

R. Dye (1981), Edward (1980) dan Sharkashy (1971) mengemukakan pengertian 

kebijakan yang agak mirip dimana kebijakan sebagai tindakan, pilihan dan 

keputusan baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pencapaian tujuan 

kebijakan. 

 Menurut James E. Anderson (1975), “Merumuskan kebijakan merupakan 

arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau 

sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan”. Jadi konsep 

kebijakan ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan 
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bukan apa yang dimaksudkan dan konsep ini membedakan kebijakan dari 

keputusan yang merupakan pikiran diantara berbagai alternative. 

 Fredrickson dan Hart (1985) mengatakan : 

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang disusulkan 

oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan 

dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang 

untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”. Sedangkan 

komponen-komponen dalam kebijakan tersebut adalah : (1) Kebijakan publik, (2) 

Tuntutan kebijakan, (3) Keputusan kebijakan, (4) Pertanyaan kebijakan, (5) Hasil 

kebijakan. Karena setidaknya ada dua (2) hal mengapa implementasi kebijakan 

pemerintah memiliki relevansi: (1) Secara praktis akan memberikan masukan bagi 

pelaksanaan operasional program sehingga dapat dideteksi apakah program telah 

berjalan sesuai dengan yang telah dirancang serta mendeteksi kemungkinan tujuan 

kebijakan negative yang ditimbulkan, (2) Memberikan alternative model 

pelaksanaan program yang lebih efektif. 

 Berdasarkan pandangan yang diutarakan diatas dapat disimpulkan, bahwa 

proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut 

perilaku badan administrative yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 

program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula 

menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang 

langsung atau tidak langsung dapat akhirnya berpengaruh terhadap tujuan 

kebijakan, bauk yang negative maupun yang positif. 
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 Dengan demikian secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah 

untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai 

hasil dari kegiatan pemerintah. Selanjutnya Wibawa et.al., (2004) mengutip 

pendapat lain bahwa keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa mulai 

apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program 

telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan 

tujuan dan sasaran tersebut.  Kemudian dalam rangka untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik ini dikenal dengan beberapa model, 

antara lain: 

1. Model Gogin 

 Untuk mengimplementasi kebijakan dengan model Goggin ini dapat 

mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan-tujuan formal 

pada keseluruhan implementasi, yakni: (1) Bentuk dan isi kebijakan, termasuk 

didalamnya kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, 

(2) Kemampuan organisasi dengan segala sumber daya berupa dana maupun 

insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif, dan (3) 

pengaruh lingkungan dari masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi, 

kecenderungan hubungan antara warga masyarakat, termasuk pola komunikasinya 

(Goggin et.al,. 1990). 

2. Model Grindle 

 Sebagaimana dikutip oleh Wahab (2001) Grindle menciptakan model 

implementasi sebagai kaitan antara tujuan kebijakan dan hasil-hasilnya, 
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selanjutnya pada model ini hasil kebijakan yang dicapai akan dipengaruhi oleh isi 

kebijakan yang terdiri dari: 

 (1) Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi, (2) tipe-tipe manfaat, (3) 

derajat perubahan yang diharapkan, (4) Letak pengambilan keputusan, (5) 

Pelaksanaan program, dan (6) Sumber daya yang dilibatkan. Isi sebuah kebijakan 

akan menunjukkan posisi pengambilan keputusan oleh sejumlah besar 

pengambilan kebijakan, sebaliknya ada kebijakan tertentu yang lainnya hanya 

ditentukan oleh sejumlah kecil  unit pengambil kebijakan. Pengaruh selanjutnya 

adalah lingkungan yang terdiri dari: (1) kekuasaan, kepentingan dan strategi actor 

yang terlibat, (2) karakteristik lembaga penguasa, dan (3) kepatuhan dan daya 

tanggap. Karenanya setiap kebijakan perlu mempertimbangkan konteks atau 

lingkaran dimana tindakan administrasi dilakukan. 

3. Model Meter dan Horn 

 Model implementasi kebijakan ini dipengaruhi 6 faktor yaitu: (1) Standar 

kebijakan dan sasaran yang menjalankan rincian tujuan keputusan kebijakan 

secara menyeluruh, (2) Sumber daya kebijakan berupa dana pendukung 

implementasi, (3) komunikasi inter organisasi dan kegiatan pengukuran digunakan 

oleh pelaksana untuk memakai tujuan yang hendak dicapai, (4) karakteristik 

pelaksanaan, artinya karakteristik organisasi merupakan faktor krusial yang akan 

menentukan berhasil tidaknya suatu program,(5) kondisi sosial ekjonomi dan 

politik yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan dan (6) sikap pelaksanaan dalam 

memahami kebijakan yang akan ditetapkan. 
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4. Model Deskriptif 

 William N. Dunn (1994) mengemukakan bahwa model kebijakan dapat 

diperbandingkan dan dipertimbangkan menurut sejumlah banyak asumsi, yang 

paling penting diantaranya adalah; (1) Perbedaan menurut tujuan, (2) bentuk 

penyajian dan (3) fungsi metodologis model. Dua bentuk pokok dari model 

kebijakan adalah: (1) Model deskriptif dan (2) Model normative. Tujuan model 

deskriptif adalah menjelaskan dan atau meramalkan sebab dan akibat pilihan 

pilihan kebijakan, model kebijakan digunakan untuk memonitor hasil tindakan 

kebijakan misalnya penyampaian laporan tahunan tentang keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan di lapangan. 

 Willian Dunn (1994) mengatakan kebijakan publik adalah serangkaian 

pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) 

yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kejelasan antara kebijakan dan kinerja 

implementasi yaitu: 

 Standard dan sasaran kebijakan. 

 Komunikasi antar organisasi dan pengukuran aktifitas 

 Karakteristik organisasi komunikasi antar orgaisasi. 

 Kondisi sosial, ekonomi dan politik 

 Sumber daya  

 Sikap pelaksanaan. 

 Selain itu Rippley dan Franklin (1982) menyatakan keberhasilan 

implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga faktor yaitu: 
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a. Perspektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari 

kepatuhan stake level burcancrats terhadap atas mereka. 

b. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya 

personal. 

c. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan 

semua pihak terutama kelompok penerimaan manfaat yang diharapkan. 

 Factor-faktor yang mempengarhui kinerja kebijakan selanjutnya dapat 

disebutkan sebagai berikut : 

 Organisasi atau kelembagaan. 

 Kemampuan politik dari penguasa 

 Pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang 

 Kebijakan pemerintah yang bersifat tak remental. 

 Proses perumusan kebijakan pemerintah yang baik 

 Aparatur evaluasi yang bersih dan berwibawa serta professional. 

 Biaya untuk melakukan evaluasi. 

 Tersedianya data dan informasi sosial ekonomi yang siap dimanfaatkan oleh 

penilai-penilai kebijakan. 

 Peters (1982) mengatakan, implementasi kebijakan yang gagal disebabkan 

beberapa factor: 

a. Informasi 

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang 

kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari 

isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu. 
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b. Isi Keberhasilan 

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan 

kebijakan atau ketidak tepatan atau ketika tegasan intern ataupun ekstern atau 

kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti 

adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu. 

c. Dukungan 

Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya 

tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut. 

d. Pembagian Potensi 

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para actor implementasi 

dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi 

tugas dan wewenang. 

 Sebagai suatu ringkasan untuk mempermudah pemahaman kerangka 

pemikiran dapat tersaji dalam bagian sebagai berikut. Proses implementasi 

kebijakan hendaknya melalui alur seperti dikemukakan oleh Dye (1981) sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.2 

Gambar Kerangka analisis Kebijakan Publik 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Thormas R. Dye, Understanding Publik Policy, 3 th ed. (Englewood 
Ciffs, NJ; Prentice Hall, 1981) 

 

 Berdasarkan bagan / kerangka pemikiran dihubungkan dengan 

permasalahan yang diteliti sebagai berikut : 

• Public Policy, merupakan rangkaian pilihan yang harus lebih saling 

berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang 

dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan di dalam bidang-

bidang isu sejak pertahanan, energi, dan kesehatan sampai pendidikan, 

kesejahteraan, dan kejahatan. Pada salah satu bidang isu terdapat banyak isu 

kebijakan, yaitu serangkaian arah tindakan pemerintah yang actual ataupun 

yang potensial yang mengandung konflik diantara segmen-segmen yang ada 

dalam masyarakat. 

• Policy stakeholder, yaitu para individu dan atau kelompok individu yang 

mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Pelaku kebijakan misalnya kelompok 

warga Negara, perserikatan birokrasi partai politik, agen-agen pemerintah, 

Public Poliky 

Policy Stakeholder Policy Environment  
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pimpinan terpilih dan para analis kebijakan sering menangkap secara berbeda 

informasi yang sama mengenai lingkungan kebijakan. 

• Policy environment, yaitu kointeks khusus dimana kejadian-kejadian di 

sekeliling isu kebijakan terjadi mempengarhui dan dipengaruhi oleh 

pembuatan kebijakan dan kebijakan publik oleh karena itu, sistem kebijakan 

berisi proses yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa dimensi objektif dan 

subjektif dari pembuatan kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya. 

Sistem kebijakan adalah produk manusia yang subjektif yang diciptakan 

melalui pilihan-pilihan yang sadar oleh para pelaku kebijakan; sistem 

kebijakan adalah realitas objektif yang dimanifestasikan dalam tindakan-

tindakan yang teramati berikut konsekuensinya; para pelaku kebijakan 

merupakan produk dari sistem kebijakan. 

Gambar 2.3 
Gambar Kerangka Proses kebijakan Publik 

 

 

 

1. Input, sumber daya-sumber daya yang digunakan sebagai ujung tombak 

dalam proses administrasi maupun organisasi pelaksana. 

2. Proses, adalah proses interaksi antara actor yakni antara instansi terkait 

sebagai pelaksana dengan pengusaha dan masyarakat. 

3. Ouput, yaitu keluaran yang dihasilkan langsung dari proses kebijakan 

tersebut. 

Input  Proses Output  Outcomes  
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4. Out comes, yaitu hasil yang diharapkan dimana akan memberikan tujuan 

kebijakan positif kepada pemerintah dan masyarakat sebagai penerima 

manfaat. 

 Sebagaimana penjelasan tersebut diatas mengenai berbagai teori yang 

berkaitan dengan implementasi suatu kebijakan publik, maka factor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja implementasi dipengaruhi oleh berbagai factor, baik factor 

kelembagaan, perilaku para stakeholders, pengelolaan program kebijakan 

(manajemen kebijakan publik), factor politik, factor sosial, dan factor ekonomi. 
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